
 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

NOMOR   21   TAHUN 2007 

TENTANG 

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN 

DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG HARI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan 

dan harmonisasi antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan 

jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan 

pasar perlu ditetapkan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaattan 

dan pendayagunaan kawasan perdesaan secara terpadu; 

b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaattan dan 

pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dijabarkan lebih lanjut 

dalam Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pembangunan, Pemanfaattan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah 

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 ); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang 

telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Peraturan……… 

ACER
SALINAN
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737) ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2006 Nomor 5); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 

Nomor 6); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan 

Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 8). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

dan 

BUPATI BATANG HARI 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN 

KAWASAN PERDESAAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari. 

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam 

Kabupaten Batang Hari. 

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelengaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

8. Badan………… 
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8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD, 

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

10. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman 

perdesaan, pelayaanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

11. Pendayagunaan Kawasan Perdesaan adalah Pemanfaatan kawasan atau wilayah yang 

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayaanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial dan kegiatan ekonomi 

 

BAB II 

TUJUAN  

Pasal 2 

Penataan kawasan perdesaan bertujuan untuk menata ruang disebuah perdesaan guna tercapainya 

keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa 

publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar. 

      

Pasal 3 

Dalam perencanan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan 

perdesaan agar mengikursertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan/atau pihak ketiga 

mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat. 

  

Pasal 5 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan perdesaan meliputi : 

a. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan 

ruang; 

b. memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata 

ruang; 

c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dukumen perencanaan tata 

ruang; dan 

d. ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan. 

 

 

 

 

BAB IV........... 
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BAB IV 

KEWENANGAN DESA 

Pasal 6 

Dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dengan memperhatikan hal-

hal yang berkaitan dengan kewenangan desa yang meliputi: 

a. Bidang Pertanian ; 

b. Bidang Pertambangan dan Energi ; 

c. Bidang Perkebunan ; 

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan ; 

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ; 

f. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 

g. Bidang Kesehatan ; 

h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; 

i. Bidang Sosial ; 

j. Bidang Pekerjaan Umum ; 

k. Bidang Perhubungan ; 

l. Bidang Lingkungan Hidup ; 

m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan  Masyarakat dan Politik Dalam Negeri; 

n. Bidang Pemerintahan ; 

o. Bidang Perimbangan Keuangan ; 

p. Bidang Tugas Pembantuan ; 

q. Bidang Pariwisata ; 

r. Bidang Pertanahan ; 

s. Bidang Kependudukan ; 

t. Bidang Perencanaan ; 

u. Bidang Informasi dan Komunikasi ; dan 

v.  Bidang  Peternakan dan Perikanan. 

 

BAB V 

PELAKSANAAN  

Pasal  7 

Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah atau 

oleh pihak ketiga. 

 

BAB VI 

PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN 

Pasal 8 

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: 

a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; 

b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; 

c. konservasi………… 
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c. konservasi sumber daya alam; 

d. pelestarian warisan budaya lokal; 

e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan 

f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf e diatur dengan Undang-Undang. 

(3) Penataan ruang kawasan perdesaaan diselenggarakan pada: 

a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau 

b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 

kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. 

(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan. 

 

BAB VII 

PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN 

Pasal 9 

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian 

rencana tata ruang wilayah kabupaten. 

 

Pasal 10 

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada 

tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa yang merupakan bentuk detail dari 

penataan ruang wilayah kabupaten. 

(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten 

merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. 

(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang 

yang bersifat lintas wilayah administratif. 

 

Pasal 11 

(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau 

beberapa wilayah kabupaten. 

(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: 

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan; 

b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan system 

jaringan prasarana kawasan agropolitan; 

c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi 

daya; 

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang 

bersifat interdependen antar desa; dan 

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan 

peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif 

dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

 

 

BAB VIII……….. 
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BAB VIII 

PEMANFAATAN  RUANG KAWASAN PERDESAAN 

Pasal 12 

(1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan 

bagian Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah 

kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya 

secara terkoordinasi antar wilayah kabupaten terkait. 

 

BAB IX 

PENGENDALIAN PEMANFAATAN  RUANG KAWASAN PERDESAAN 

Pasal 13 

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten 

merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 

kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten. 

(3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang 

mempunyai lembaga kerjasama antar wilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksankan 

oleh lembaga dimaksud. 

 

BAB X 

KERJASAMA PENATAAN  RUANG KAWASAN PERDESAAN 

Pasal 14 

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten 

dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah. 

(2) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan 

perkotaan sebagai salah satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

(3) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan 

wilayah dan nasional. 

(4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup keterpaduan sistem permukiman, 

prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hujau maupun ruang terbuka nonhijau. 

 

BAB XI 

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT 

Pasal 15 

Dalam penataan ruang kawasan perdesaan, setiap orang berhak: 

a. mengetahui rencana tata ruang; 

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akiat pelaksanaan kegiatan 

pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang di wilayahnya; 

 

e. mengajukan………. 
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e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian. 

 

Pasal 16 

Dalam pemanfaatan ruang kawasan perdesaan, setiap orang wajib: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan 

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 

dinyatakan sebagai milik umum. 

 

Pasal 17 

(1) Penyelenggaraan penataan ruang kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 

melibatkan peran masyarakat. 

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara 

lain, melalui: 

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan; 

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang kawasan perdesaan; dan 

c. partisipasi dalam pengendalian ruang kawasan perdesaan 

 

Pasal 18 

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang kawasan perdesaan dapat 

mengajukan gugatan melalui pengadilan. 

(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat 

membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam peenyelenggaraan penataan ruang. 

 

BAB XII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal  19 

(1) Pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukan oleh Bupati. 

(2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukan oleh Bupati.  

 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya 

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

Pasal 21....... 
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Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. 

 

Ditetapkan di Muara Bulian 

pada tanggal 6 Desember 2007 

BUPATI BATANG HARI, 

 

ttd 

 

SYAHIRSAH. SY 

Diundangkan di Muara Bulian 

pada tanggal  6 Desember 2007                         

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, 

 ttd 

            SALIM JUFRI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  

TAHUN  2007  NOMOR   21 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

TENTANG 

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN 

DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN 

I. UMUM 

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548) dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 tentang Desa yaitu yang mengatur Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan 

dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan. 

Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan 

Perdesaan yang dibentuk guna mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat yang 

menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Pemerintahan sesuai Undang-Undang 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa. 

 

II. PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 

 Cukup jelas 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

 Cukup jelas 

Pasal 4 

 Cukup jelas 

Pasal 5 

 Cukup jelas 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

Pasal 7……………….. 
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Pasal 7 

 Cukup jelas 

Pasal 8 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

   Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, antaralain, adalah 

pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk meningkatkan 

produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan perdesaan termasuk kegiatan 

pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan, dan kegiatan kehutanan. 

  Huruf b 

   Cukup jelas 

  Huruf c 

   Cukup jelas 

  Huruf d 

   Cukup jelas 

  Huruf e 

   Cukup jelas 

  Huruf f 

   Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

 Ayat (4) 

  Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat 

kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan 

sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan 

hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi 

pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan 

sebelum proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan 

melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi 

pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana. 

 

Kawasan………… 
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Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada 

pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan 

pengolahan produk pertanian. 

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam pengembangan 

kawasan perdesaan. Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain 

pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan dan pertambangan. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas 

 Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 9 

 Cukup jelas 

Pasal 10 

 Cukup jelas 

Pasal 11 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas  

Ayat (2) 

  Huruf a 

   Cukup jelas 

  Huruf b 

   Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat 

kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk 

mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti 

luas, baik tanaman pangan, perikanan, peternakan. Jaringan prasarana 

pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan 

transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 

telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air. 

  Huruf c 

   Pola ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran pemanfaatan ruang 

kawasan, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya. 

  Huruf d 

   Yang dimaksud dengan interdependen antar desa adalah saling 

bergantung/saling terkait antara 1 (satu) desa dan desa yang lain. 

  Huruf e 

   Cukup jelas 

Pasal 12……… 
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Pasal 12 

 Cukup jelas 

Pasal 13 

 Cukup jelas 

Pasal 14 

 Cukup jelas 

Pasal 15 

 Huruf a 

  Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau 

Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. 

  Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain  

adalah dari pemasangan petarencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada 

tempat umum, kantor kelurahan dan/atau kantor yang secara fungsional menangani 

rencana tata ruang tersebut. 

 Huruf b 

  Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, 

dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan 

ekonomi masyarakat, sosial, budaya dan kualitas lingkungan. 

 Huruf c 

  Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya 

penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Huruf d 

  Cukup jelas 

 Huruf e 

  Cukup jelas 

 Huruf f 

  Cukup jelas 

Pasal 16 

 Huruf a 

  Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban 

setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabatyang berwenang 

sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. 

 

Huruf b……….. 
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 Huruf b 

  Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai 

kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi 

ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang. 

 Huruf c 

  Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang 

dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop 

ruang dan kualitas ruang. 

 Huruf d 

  Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai 

kawasan yang dinayatkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik 

umum. Kewajiban memberikan akases dilakukan apabilamemenuhi syarat berikut : 

a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau 

b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. 

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain 

adalah sumber air dan pesisir pantai. 

Pasal 17 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas  

Ayat (2) 

  Huruf a 

   Cukup jelas 

  Huruf b 

   Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang 

perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

Pasal 18 

 Ayat (1) 

 Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat 

tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak 

tersedianya  informasi tentang rencana tata ruang. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas  

Pasal 19 

 Cukup jelas 

Pasal 20……….. 
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Pasal 20 

 Cukup jelas 

Pasal 21 

 Cukup jelas 
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